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ABSTRACT 

Digital transformation in the public sector is a crucial strategy for improving the 

quality of public services and strengthening governance in the VUCA (Volatile, 

Uncertain, Complex, and Ambiguous) era. Village governments, as the government 

units closest to the community, play a strategic role in providing basic administrative 

services. This article aims to examine SIPRAJA as a form of village service 

digitalization from a VUCA perspective through a systematic literature review. The 

research data was obtained from scientific articles indexed by Scopus, 

ScienceDirect, and Google Scholar from 2015 to 2024. The study results indicate 

that village service digitalization plays a significant role in improving service 

efficiency, government transparency, and participation in village governance. 

However, the implementation of village digitalization still faces various challenges, 

such as limited digital infrastructure and literacy gaps. 
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ABSTRAK 

Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi penting 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dan memmperkuat tata kelola 

pemerintahan di era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigu). Pemerintahan 

desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran 

strategis dalam menyeriakan pelayanan administrasi dasar. Artikel ini bertujuan 

untuk mengkaji SIPRAJA sebagai wujud digitalisasi layanan desa dalam perspektif 

era VUCA melalui pendekatan systematic literature review. Data penelitian 

diperoleh dari artikel ilmiah yang terindeks Scopus, ScienceDirect, dan Google 

Scholar pada periode tahun 2015-2024. Hasil kajian meunjukkan bahwa digitalisasi 

layanan desa berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan, 

transparansi pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa. 

Namun implementasi digitalisasi desa masih mengalami berbagai tantangan seperti 

keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan literasi. 

Kata Kunci: tata kelola digital, digitalisasi pelayanan desa, desa pintar 
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PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah menjadi agenda utama reformasi sektor publik di berbagai 

negara sebagai respon terhadap perubahan lingkungan global yang semakin dinamis dan 

kompleks (Anastasya et al., 2026; Wulandari, 2024). Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi mendorong pemerintah untuk mengubah cara kerja birokrasi dan pola pelayanan 

publik menuju sistem yang lebih terbuka, cepat, dan berbasis teknologi digital (Sangaji & 

Irianto, 2025; Yunaningsih et al., 2021). Transformasi ini tidak hanya menyangkut 

penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan mendasar pada proses organisasi, 

tata kelola, dan interaksi antara pemerintah dengan masyaraka. Dalam konteks pemerintahan 

modern, digitalisasi layanan publik menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi 

adminstrasi, transparansi, serta kualitas layanan pelayanan kepada masyarakat (Alfarizi et 

al., 2024). 

Dinamika lingkungan pemerintahan semakin dipengaruhi oleh kondisi yang dikenal 

sebagai era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigu). Era ini ditandai oleh perubahan 

yang cepat, ketidakpastian kebijakan, kompleksitas permasalahan publik, serta ambiguitas 

dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Kondisi tersebut menuntut organisasi publik 

untuk memiliki kemampuan adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. 

Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di tingkat desa, era VUCA mendorong 

pemerintah desa untuk mengembangkan strategi pelayanan publik yang lebih fleksibel dan 

berbasis teknologi digital guna menjawab kebutuhan masyarakat (Kristian & Supriyadi, 

2025; Millar et al., 2018; Taskan et al., 2022). 

Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis 

dalam menyediakan berbagai layanan administrasi dasar, seperti layanan surat keterangan 

domisili, surat usaha, surat kelahiran, serta berbagai layanan administrasi kependudukan 

lainnya. Namun dalam praktiknya, pelayanan administrasi desa di berbagai wilayah masih 

menghadapi berbagai kendala seperti proses pelayanan yang masih manual, birokrasi yang 

Panjang, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya transparansi pelayanan (Agustinus 

Kadja & Zega, 2026; Rizky et al., 2025; Wahyiah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa 

modernisasi sistem pelayanan desa menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. 

Digitalisasi layanan desa kemudian muncul sebagai salah satu strategi penting dalam 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi di tingkat lokal. Konsep 

digitalisasi desa sering dikaitkan dengan pendekatan smart village, yaitu model 

pembangunan desa yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong pembangunan 

ekonomi lokal. Implementasi digitalisasi dalam pemerintahan desa memungkinkan integrasi 

layanan administrasi secara elektronik, peningkatan transparansi pengelolaan pemerintahan 

desa, serta penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Cahyani & 

Santoso, 2023; Eldo & Inzana, 2022; Geohansa et al., 2025; Sulistyowati et al., 2021).  

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan desa 

dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pelayanan publik, serta 

membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam tata kelola desa (Iswanto & 

Miskan, 2025; Mayyora et al., 2025). Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah desa 

mengembangkan sistem pelayanan yang lebih transpaaran dan akuntabel melalui 

penggunaan platform digital dan sistem informasi berbasis internet (Azis et al., 2025). 

Namun demikian, implementasi digitalisasi desa masih menghadapi berbagai tantangan 

seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital aparatur desa, serta 

kesenjangan akses teknologi di masyarakat pedesaan(Hakim, 2026; Nitimanta et al., 2023; 

Sahputra & Pujadiaraka, 2025; Wibowo et al., 2025; Yuliana & Natalia, 2025). 

Selain faktor infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia, keberhasilan digitalisasi 

layanan desa juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepemimpinan dan inovasi 

kelembagaan dalam mengelola transformasi digital. Kepemimpinan digital di tingkat desa 

memiliki peran penting dalam mendorong adopsi teknologi, mengembangkan inovasi 

pelayanan publik, serta membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. 

Tanpa dukungan kepemimpinan yang kuat dan strategi transformasi yang terencana, 

digitalisasi layanan desa berpotensi mengalami berbagai hambatan dan implementasinya 

(Wahyiah, 2026; Wibhisana, 2021). 
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Digitalisasi pelayanan publik telah banyak dikaji dalam literatur administrasi publik dan 

e-government. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks pemerintahan pusat 

dan daerah. Kajian yang secara khusus menyoroti digitalisasi layanan administrasi desa 

dalam perspektif dinamika era VUCA masih relatif terbatas. Padahal desa memiliki 

karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda dengan wilayah perkotaan, 

sehingga memerlukan pendekatan transformasi digital yang lebih kontekstual dan adaptif. 

Digitalisasi layanan desa di Kabupaten Sidoarjo diwujudkan melalui inovasi Sistem 

Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) pada September 2019 yang merupakan platform 

layanan administrasi berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap 

berbagai jenis pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan. SIPRAJA menjadi bagian dari 

strategi transformasi digital pemerintah daerah dalam merespon tuntutan pelayanan publik di 

era VUCA serta mendukung percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang 

Percepatan Transformasi Digital. 

SIPRAJA didesain sebagai one stop service untuk memudahkan masyarakat Sidoarjo 

dalam mengurus surat-menyurat secara cepat dan efisien. SIPRAJA menyediakan layanan 

perizinan dan non perizinan (administrasi kependudukan) secara online melalui website dan 

playstore (Angela Christiana Yosephine & Tukiman, 2024; Gading & Rodiyah, 2025; Oribel 

& Wibawani, 2023). Pada tahun 2021, SIPRAJA dikembangkan menjadi SIPRAJA 2.0 yang 

dibangun dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) virtual yang mengintegrasikan 

layanan yang ada di Instansi Pemkab Sidoarjo dan instansi vertikal dan lembaga lainnya. 

SIPRAJA 2.0 mengintegrasikan pengurusan layanan administrasi kependudukan, layanan 

perizinan, dan layanan non perizinan yang mana pemohon dapat melakukan permohonan dan 

cetak mandiri dari mana saja (Dewi & Suparno, 2022). 

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian literatur mengenai digitalisasi layanan desa dalam 

perspektif era VUCA menjadi penting untuk memahami perkembangan konsep, pendekatan, 

serta praktik implementasi transformasi digital pada tingkat pemerintahan desa. Artikel ini 

bertujuan untuk mengkaji SIPRAJA sebagai wujud digitalisasi layanan desa dalam 

perspektif era VUCA melalui pendekatan systematic literature review. Kajian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan studi administrasi publik 

serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi transformasi digital 

pelayanan desa yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi pencarian literatur 

yang dilakukan untuk mengidentifikasi artikel-artikel yang relevan mengenai topik 

digitalisasi pelayanan desa dalam konteks era VUCA. Pencarian dilakukan melalui basis data 

utama, yaitu Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, SpringerLink, dan Taylor & Francis. 

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup: "Digitalisasi Pelayanan Desa", 

"Smart Village", "Pelayanan Publik Desa", "Era VUCA", dan "SIPRAJA". Rentang waktu 

publikasi artikel dibatasi pada tahun 2015 hingga 2024 untuk memastikan literatur yang 

digunakan masih relevan dengan perkembangan teknologi terkini dalam pelayanan publik 

desa. 

Artikel yang diterima untuk analisis dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah lengkap 

yang membahas konteks pelayanan publik atau pemerintahan, baik yang menggunakan 

bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, serta memiliki akses penuh terhadap teks. Artikel 

yang tidak relevan, seperti makalah seminar singkat, ulasan buku, atau tulisan yang tidak 

membahas topik utama penelitian, akan dikeluarkan dari daftar. Selanjutnya, dilakukan 

pembacaan teks lengkap dan analisis lebih mendalam untuk memilih artikel yang paling 

relevan dan bermanfaat bagi tujuan penelitian ini.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Digitalisasi Layanan Desa  
 

Transformasi digital pelayanan desa di Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari upaya 

yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan upaya 

pemerintah daerah dalam mengimplementasikan digital governance. Sebagai contoh nyata 

dari inovasi dalam pelayanan publik, SIPRAJA (Sistem Informasi Pelayanan Desa) telah 

dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pelayanan 

administrasi yang lebih efisien, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat secara daring. 

Inovasi ini tidak hanya bermanfaat bagi warga desa dalam mengakses layanan, tetapi juga 

memberikan kontribusi pada upaya pemerintah untuk membangun smart city di wilayah 

Kabupaten Sidoarjo. 

Digitalisasi pelayanan desa ini merupakan bagian dari agenda besar transformasi 

pemerintah dalam menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin dipengaruhi oleh 

teknologi informasi. Sebelum adanya SIPRAJA, pelayanan administrasi di desa sering kali 

mengandalkan sistem manual, yang menyebabkan ketidakefisienan, keterlambatan dalam 

proses, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang harus menunggu dalam antrean panjang. 

Oleh karena itu, SIPRAJA muncul sebagai solusi yang menawarkan perubahan mendasar 

dalam cara pelayanan dilakukan, dengan menggunakan sistem digital untuk mempercepat dan 

mempermudah berbagai proses administrasi. 

Keberhasilan SIPRAJA sebagai sistem pelayanan digital dapat dilihat dari dampaknya 

terhadap berbagai aspek dalam administrasi desa. Misalnya, pengurusan dokumen 

kependudukan, izin usaha, dan surat keterangan desa dapat dilakukan secara daring, tanpa 

harus datang langsung ke kantor desa. Hal ini tentu saja mempercepat waktu pelayanan, 

mengurangi antrian panjang, serta mempermudah akses bagi warga desa yang terkadang 

harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus berbagai keperluan administratif. 

Penerapan SIPRAJA di Kabupaten Sidoarjo juga berfungsi sebagai upaya untuk 

mempercepat transisi menuju smart village, yang merupakan bagian dari rencana pemerintah 

untuk menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai desa cerdas. Smart village bukan 

hanya tentang penerapan teknologi, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan 

publik, pemerintahan yang lebih transparan, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif 

dalam pengambilan keputusan. 

Efektivitas Pelayanan Digital dalam SIPRAJA 

Salah satu tujuan utama dari penerapan SIPRAJA adalah untuk meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik di tingkat desa. Sistem digital ini telah terbukti mampu mengurangi waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administratif yang sebelumnya dilakukan 

secara manual. Proses-proses seperti pendaftaran warga, permohonan izin, pengurusan surat 

keterangan, dan administrasi lainnya kini dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui 

platform SIPRAJA. 

Kecepatan layanan yang ditawarkan oleh SIPRAJA ini sangat penting dalam menghadapi 

tantangan yang muncul dalam dunia yang ditandai dengan volatilitas tinggi. Volatilitas (V) 

merujuk pada tingkat perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks 

pelayanan publik di desa, volatilitas ini bisa berupa perubahan kebijakan terkait izin usaha, 

perubahan syarat-syarat administrasi, atau bahkan bencana alam yang mengharuskan 

perubahan cepat dalam prosedur pelayanan. Kecepatan respon dari SIPRAJA memberikan 

solusi yang sangat dibutuhkan, memungkinkan desa untuk merespons perubahan tersebut 

dengan cepat tanpa harus bergantung pada prosedur manual yang memakan waktu. 

SIPRAJA memungkinkan desa untuk menyesuaikan sistem mereka dengan perubahan 

kebijakan atau regulasi dengan cepat. Hal ini sangat krusial, terutama ketika pemerintah 

mengeluarkan kebijakan baru yang mempengaruhi masyarakat desa. Dengan menggunakan 

SIPRAJA, perubahan-perubahan tersebut dapat diterapkan langsung dalam sistem pelayanan 

desa, memberikan layanan yang relevan dan tepat waktu kepada masyarakat. 
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Kualitas Pelayanan Digital dalam SIPRAJA  
 

Salah satu aspek penting dalam pelayanan publik adalah kualitas layanan, yang mencakup 

kemudahan akses, kejelasan prosedur, dan kenyamanan bagi pengguna layanan. SIPRAJA 

sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di desa dengan menyediakan 

layanan yang lebih mudah diakses dan lebih transparan. Masyarakat desa yang sebelumnya 

harus datang langsung ke kantor desa untuk mengurus berbagai administrasi kini dapat 

melakukannya secara daring, kapan saja dan di mana saja. Ini tentu saja meningkatkan 

kenyamanan bagi warga, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang 

memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke kantor desa. 

Sistem SIPRAJA juga memastikan adanya keseragaman prosedur, di mana setiap layanan 

memiliki prosedur yang jelas dan standar yang sama di seluruh desa. Hal ini mengurangi 

kebingungan yang sering terjadi ketika warga harus mengurus berbagai jenis administrasi di 

desa yang berbeda, yang memiliki prosedur yang kadang tidak konsisten. Kejelasan dan 

keseragaman prosedur ini sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi 

ketidakpastian (A) yang mungkin dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan. 

SIPRAJA juga membantu meningkatkan transparansi pelayanan. Dalam sistem manual, 

terkadang masyarakat merasa tidak yakin tentang bagaimana proses administrasi dilakukan, 

apakah ada “biaya tak terduga” atau apakah prosedurnya sudah sesuai dengan ketentuan. 

Dengan SIPRAJA, seluruh proses tercatat secara digital, yang memudahkan pengawasan dan 

evaluasi pelayanan. Setiap langkah pelayanan yang dilakukan oleh aparatur desa dapat 

dipantau, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan. 

 

Inovasi Pelayanan Digital: Dari SIPRAJA 1.0 ke SIPRAJA 2.0  
 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, SIPRAJA terus berinovasi untuk memastikan 

pelayanan desa semakin efisien dan mudah diakses. Pembaruan terbaru, yaitu SIPRAJA 2.0, 

mencakup beberapa fitur baru yang tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses 

layanan, tetapi juga membuat sistem semakin terintegrasi. Dari versi 1.0 yang pertama kali 

diluncurkan, SIPRAJA kini telah berkembang menjadi aplikasi yang lebih efisien dan user-

friendly, dengan antarmuka yang lebih baik, serta peningkatan fungsionalitas. 

Salah satu pembaruan penting dari SIPRAJA 2.0 adalah integrasi lebih banyak layanan 

dalam satu platform. Dalam versi sebelumnya, layanan yang tersedia masih terbatas, namun 

dengan SIPRAJA 2.0, masyarakat desa dapat mengakses lebih banyak jenis layanan secara 

bersamaan tanpa harus berpindah-pindah aplikasi atau platform. Ini menyederhanakan proses 

administratif yang sebelumnya terpisah-pisah dan menyusahkan masyarakat yang harus 

mengikuti berbagai prosedur berbeda untuk layanan yang serupa. 

Dengan pengembangan ini, SIPRAJA semakin memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang 

ingin layanan administratif yang mudah diakses dan cepat. Pembaruan dari SIPRAJA 1.0 ke 

2.0 juga menunjukkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam 

meningkatkan sistem pelayanan publik mereka, memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada 

pada sistem sebelumnya, dan memanfaatkan teknologi terkini untuk memudahkan urusan 

birokrasi. 

 

Tantangan dalam Pelayanan Digital dan Solusinya  
 

Walaupun SIPRAJA memberikan banyak manfaat, tidak dapat dipungkiri bahwa ada 

berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama 

adalah masalah infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh desa. Beberapa desa 

mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke internet cepat, atau perangkat yang 

diperlukan untuk mengakses sistem SIPRAJA. Di beberapa wilayah, akses internet masih 

terbatas, yang menghambat proses pelayanan daring yang diharapkan. 

Selain itu, literasi digital yang rendah di sebagian masyarakat juga menjadi kendala. 

Banyak warga desa, terutama mereka yang lebih tua atau berasal dari keluarga dengan tingkat 

pendidikan rendah, yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Hal ini membuat 

mereka kesulitan untuk memanfaatkan aplikasi SIPRAJA secara optimal. Oleh karena itu,  
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perlu ada program pelatihan yang melibatkan masyarakat langsung agar mereka lebih 

memahami cara mengakses layanan melalui sistem digital ini. 

Selain masalah infrastruktur dan literasi digital, keterbatasan kapasitas sumber daya 

manusia (SDM) di tingkat desa juga menjadi tantangan. Tidak semua desa memiliki staf yang 

terlatih untuk mengelola dan mengoperasikan sistem seperti SIPRAJA. Para operator desa 

perlu mendapatkan pelatihan teknis secara berkala untuk memastikan bahwa mereka dapat 

mengatasi masalah teknis yang muncul dan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat 

dalam mengakses layanan. 

Masalah gangguan teknis juga sering terjadi ketika sistem menghadapi beban tinggi, 

terutama ketika ada banyak warga yang mengakses layanan pada waktu yang bersamaan. 

Pada saat-saat seperti ini, aplikasi SIPRAJA bisa mengalami downtime atau keterlambatan, 

yang menghambat proses pelayanan. 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan 

pendampingan intensif kepada masyarakat dan aparatur desa. Sosialisasi tentang pentingnya 

digitalisasi pelayanan desa harus dilakukan secara berkala, dan pemerintah juga perlu 

memberikan pelatihan berkelanjutan kepada para operator desa agar mereka dapat mengelola 

sistem dengan baik. 

 

Analisis dalam Perspektif VUCA 
 

Dengan mempertimbangkan tantangan yang ada, penting untuk menganalisis bagaimana 

SIPRAJA dapat menjawab tantangan dalam setiap dimensi VUCA (Volatility, Uncertainty, 

Complexity, and Ambiguity). Berikut adalah sintesis dari bagaimana SIPRAJA berfungsi 

untuk menghadapi tantangan yang muncul di Kabupaten Sidoarjo. 

Dengan mempertimbangkan tantangan yang ada, penting untuk menganalisis bagaimana 

SIPRAJA dapat menjawab tantangan dalam setiap dimensi VUCA (Volatility, Uncertainty, 

Complexity, and Ambiguity). Berikut adalah analisis dari bagaimana SIPRAJA berfungsi 

untuk menghadapi tantangan yang muncul di Kabupaten Sidoarjo. 

 

Tabel 1. SIPRAJA dalam Era VUCA 

Dimensi VUCA Tantangan di Desa 
Peran SIPRAJA dalam Menjawab 

Tantangan 

Volatilitas (V) 

Perubahan kebijakan 

cepat, kebutuhan 

masyarakat berubah 

SIPRAJA menyediakan layanan yang fleksibel 

dan dapat diakses kapan saja, memungkinkan 

desa beradaptasi cepat terhadap perubahan 

kebutuhan dan kebijakan. 

Ketidakpastian 

(U) 

Kurangnya informasi, 

data tidak akurat 

SIPRAJA menyediakan data dan informasi 

yang terbarukan secara berkala, memastikan 

informasi yang akurat dan tepat waktu tersedia 

bagi masyarakat. 

Kompleksitas 

(C) 

Hirarki birokrasi 

panjang, banyak aturan 

SIPRAJA menyederhanakan alur layanan 

menjadi sistem terpadu daring, mengurangi 

kerumitan birokrasi dan prosedur administratif 

yang berbelit-belit. 

Ambiguitas (A) 
Ketidakjelasan prosedur, 

standar layanan berbeda 

SIPRAJA menetapkan standar operasional 

prosedur yang jelas dan konsisten di seluruh 

desa, mengurangi ketidakjelasan dalam proses 

pengurusan administrasi. 

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2026) 

 

Dengan pendekatan yang berbasis teknologi ini, SIPRAJA berhasil menghadapi tantangan 

VUCA dalam pelayanan publik di desa-desa Kabupaten Sidoarjo. Dengan semakin 

berkembangnya teknologi dan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap sistem ini, 

diharapkan pelayanan desa dapat terus berkembang menjadi lebih efisien, transparan, dan 

responsif terhadap perubahan 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil kajian literatur sistematis mengenai penerapan digitalisasi pelayanan 

desa melalui inovasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) dalam perspektif era 

VUCA, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memegang peranan strategis dalam 

menjawab tantangan perubahan lingkungan yang semakin dinamis, tidak pasti, kompleks, 

dan ambigu di tingkat pemerintahan desa. Implementasi SIPRAJA terbukti mampu 

meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta transparansi proses pelayanan administrasi, 

sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik secara fleksibel 

dan terintegrasi. Sistem ini juga berkontribusi dalam menyederhanakan birokrasi serta 

mengurangi ketidakjelasan prosedur, sehingga sejalan dengan kebutuhan adaptabilitas 

organisasi publik di era modern. Meskipun demikian, keberhasilan digitalisasi ini masih 

dihadapkan pada sejumlah kendala mendasar, antara lain keterbatasan infrastruktur jaringan, 

kesenjangan literasi digital di kalangan aparatur maupun warga masyarakat, serta kebutuhan 

penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan inovatif. Oleh karena itu, 

diperlukan strategi pendampingan berkelanjutan, peningkatan akses teknologi yang merata, 

serta sosialisasi yang masif agar manfaat sistem digital dapat dirasakan secara optimal oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian 

empiris yang mengukur tingkat kematangan digital dan kepuasan pengguna secara langsung 

di lapangan, serta mengembangkan kerangka kebijakan yang lebih adaptif terhadap 

karakteristik spesifik wilayah pedesaan di Indonesia. 
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